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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum aborsi menurut hukum Islam
dengan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif
dengan teknik pengumpulan data berupa kutipan, kartu ikhtisar, dan kartu ulasan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum pidana Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan
dalam memandang aborsi. Dari sudut pandang hukum Islam, aborsi adalah pembunuhan yang
melanggar hak hidup manusia dan merupakan dosa besar, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-
Maidah ayat 32. Dari sudut pandang hukum pidana Indonesia, aborsi adalah tindakan yang
melanggar hukum jika dilakukan tanpa alasan kesehatan atau medis yang jelas, sesuai dengan
ketentuan dalam KUHP. Penegakkan hukum terhadap pelaku aborsi di Indonesia harus berpedoman
pada hukum pidana Indonesia dan hukum Islam, agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku
aborsi, baik wanita hamil maupun pembantu aborsi yang terpelajar.

Kata kunci: Perbandingan Hukum Aborsi, Hukum Islam, dan Hukum Pidana Indonesia
ABSTRACT

This research aims to analyze the comparison of abortion law according to Islamic law with
Indonesian criminal law. The research method used is descriptive qualitative with data collection
techniques in the form of quotations, overview cards and review cards. The research results show
that Islamic law and Indonesian criminal law have similarities and differences in viewing abortion.
From the perspective of Islamic law, abortion is murder which violates the human right to life and
is a major sin, as emphasized in Surah Al-Maidah verse 32. From the perspective of Indonesian
criminal law, abortion is an unlawful act if it is carried out without a valid health or medical
reason. clearly, in accordance with the provisions of the Criminal Code. Law enforcement against
abortion perpetrators in Indonesia must be guided by Indonesian criminal law and Islamic law, so
that it can provide a deterrent effect for abortion perpetrators, both pregnant women and educated
abortion assistants.

Keywords; Comparison of Abortion Law, Islamic Law, and Indonesian Criminal Law
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A. PENDAHULUAN

Penelitian ini menarik karena berbicara
mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang
kehidupan manusia karena aborsi erat kaitanya
dengan wanita dan janin yang ada dalam
kandungan wanita.

Penelitian ini diangkat karena Aborsi
merupakan fenomena sosial yang semakin hari
semakin memprihatinkan. Keprihatinan
bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku
pengguguran kandungan banyak menimbulkan
efek negatif baik untuk diri pelaku mapun pada
masyarakat luas.

Penelitian

itu

ini penting karena aborsi
menyangkut norma moral serta hukum suatu
kehidupan bangsa. Kasus ini telah disurvei
Menurut Parawansa (2000), menyatakan bahwa
jumlah aborsi di Indonesia dilakukan oleh 2 juta
orang tiap tahun, dari jumlah itu, 70.000
dilakukan oleh remaja putri yang belum
menikah.  Menurut A (2000)
menyatakan bahwa jumlah aborsi pertahun di
Indonesia sekitar 2,3 juta. Setahun kemudian
terjadi kenaikan terjadi kenaikan cukup besar.
Menurut Nugraha. B.D, bahwa tiap tahun
jumlah wanita yang melakukan aborsi sebanyak
2,5 juta. Menurut seminar yang diadakan
tanggal 6 Agustus 2001 di Jakarta, Utomo.B
melaporkan hasil penelitian yang dilakukan di
10 kota besar dan 6 Kabupaten di Indonesia
tahun 2000, menyimpulkan bahwa di Indonesia
terjadi 43 aborsi per 100 kelahiran hidup.
Penelitian ini perlu untuk memandang
bagaimana kedudukan hukum aborsi di
Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang
menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut.
Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya
dianggap oleh sebagian besar masyarakat
sebagai tindak pidana. Dan hukum-hukum
Syariat Islam merupakan standar bagi seluruh
perbuatannya termasuk perbuatan aborsi.

Azwar.
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Pokok masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimanakah analisis perbandingan
hukum aborsi menurut hukum Islam dengan
hukum pidana Indonesia? Sedangkan sub
masalahnya adalah bagaimanakah persamaan
dan perbedaan antara aborsi menurut pandangan
hukum Islam dan hukum pidana Indonesia? Dan
bagaimanakah penegakkan hukum terhadap
pelaku aborsi di Indonesia?

Adapun yang menjadi tujuan kajian dalam
penelitian adalah untuk mengetahui
persamaan dan perbedaan antara aborsi menurut
pandangan hukum Islam dan hukum pidana
Indonesia, dan untuk mengetahui penegakkan
hukum terhadap pelaku aborsi di Indonesia.
Keguanaan kajiannya secara ilmiah yaitu dapat
menambah khazanah ilmu pengetahuan di
bidang hukum Islam, terutama masalah status
hukum aborsi dalam perspektif hukum Islam
dan kaitannya dengan hukum pidana Indonesia.
Sedangkan kegunaan praktis, yaitu dapat
menjadi referensi dan bahan bacaan yang dapat
memberikan informasi secara tegas dan jelas
terkait dengan status hukum aborsi dalam
perspektif hukum Islam dan kaitannya dengan
hukum positif yang termaktub dalam kitab
undang-undang hukum pidana Indonesia.

ini

B. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian ini adalah penelitian yang
berorientasi pada tinjauan dan analisis hukum
tentang aborsi dalam pandangan hukum Islam
dan kaitannya dalam kitab undang-undang
hukum pidana. Penekanan pembahasan judul ini
adalah terfokus pada analisis atau kajian status
hukum aborsi baik dalam perspektif hukum
Islam maupun dalam perspektif status hukum
aborsi tersebut dalam kitab undang-undang
hukum pidana.

Penelitian yang relevan dengan penelitian
ini misalnya sebuah skripsi yang di tulis oleh
Murni  Elizabet Sihombing dengan judul
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“Kajian Hak Melakukan Aborsi  Akibat
Perkosaan” pada tahun 2007. Penelitian ini
mengkaji tentang perspektif hak yang dapat
dijadikan landasan hukum untuk melakukan
tindakan aborsi akibat perkosaan. Dengan
demikian, secara prinsipil berbeda dengan fokus
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.
Penelitian yang lain sebagaimana Tesis yang
ditulis oleh Muhaemin Yuridis
Tentang Aborsi ditinjau Dari Undang-Undang
No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” pada
tahun 2010. Penelitian ini hanya fokus
menganalisis tentang hukum aborsi yang
ditinjauan dari substansi Undang-Undang No.
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jadi,
perspektifnya  adalah lebih
menggunakan pendekatan kesehatan.

Berdasarkan kedua penelusuran hasil
penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan
dengan aborsi, pada prinsipnya berbeda dengan
obyek atau fokus penelitian tesis yang penulis
bahas ini. Analisis hukum aborsi yang penulis
angkat lebih mengacu kepada pendekatan
hukum Islam dan kaitannya dengan kitab
undang-undang hukum pidana.

Dalam mendefenisikan aborsi, terdapat
sejumlah pendapat yang berbeda satu sama lain,
di antaranya adalah: Pertama, menurut Fact
About Abortion, info Kit on Woman"'s Health,
didefenisikan sebagai penghentian
kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum)
yang telah dibuahi dalam rahim (uterus),
sebelum usia janin (fetus) mencapai usia 20
minggu. Kedua, terjadinya keguguran janin;
melakukan  abortus  sebagai  melakukan
pengguguran (dengan sengaja karena tidak
menginginkan bakal bayi yang dikandung itu).

Secara umum istilah aborsi diartikan
sebagai  pengguguran  kandungan, yaitu
dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik
itu secara sengaja ataupun tidak. Biasanya
dilakukan saat janin masih berusia muda

"Tinjauan

analisisnya

aborsi
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(sebelum bulan keempat masa kehamilan).
Menggugurkan kandungan atau dalam dunia
kedokteran dikenal dengan istilah “aborsi”,
berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan
sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat
hidup diluar kandungan. Aborsi provocatus
merupakan istilah lain yang secara resmi
dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum.
Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari
janin  sebelum diberi kesempatan untuk
bertumbuh. Menurut Fact Abortion, Info Kit on
Women’s Health oleh Institute For Social,
Studies anda Action, Maret 1991, dalam istilah
kesehatan”  aborsi  didefenisikan  sebagai
penghentian kehamilan setelah tertanamnya
telur (ovum) yang telah dibuahi rahim (uterus),
sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu.”!

Di Indonesia belum ada batasan resmi
mengenai pengguguran kandungan (aborsi).
“aborsi  didefenisikan  sebagai  terjadinya
keguguran janin; melakukan aborsi sebagai
melakukan pengguguran (dengan sengaja
karena tidak mengiginkan bakal bayi yang
dikandung itu).””?

Aborsi ini ada unsur kesengajaan. Artinya,
suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan
agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya.
Menurut hukum pengertian aborsi adalah
lahirnya buah kandungan sebelum waktunya
oleh suatu perbuatan yang bersifat sebagai
perbuatan pidana kejahatan.

Menurut pakar agama pengguguran
kandungan apapun alasannya merupakan suatu
perbuatan yang dilarang. Dari sudut ilmu
kedokteran, pengguguran kandungan pada usia
berapapun juga, dilarang. Sebab begitu sperma

'http: www.lbh-apik.or.id/fact 32.htm, Aborsi Dan
Hak Atas Pelayanan Kesehatan, Tanggal 22 September
2011).

’Badudu, dan Sultan Mohamad Zair, Kamus
Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1996), h. 5
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bertemu dengan sel telur berarti telah terjadi
pembuahan.

Secara umum, aborsi dapat dibagi dalam
macam, Yyaitu pengguguran spontan
(spontanueous aborsi) dan pengguguran buatan
atau sengaja (aborsi provocatus). Dalam ilmu
kedokteran aborsi dibagi atas dua golongan’
yaitu: Aborsi Spontanus atau ilmiah (Aborsi ini
terjadi dengan sendirinya tanpa adanya
pengaruh dari luar baik faktor mekanis ataupun
medisinalis. Misalnya karena sel sperma atau sel
telur tidak bagus kualitasnya, atau karena ada
kelalaian bentuk rahim. Dapat juga disebabkan
oleh karena penyakit, misalnya penyakit
syphilis, infeksiakut dengan disertai demam
yang tinggi pada penyakit malaria. Aborsi
spontanus dapat juga terjadi karena sang ibu
hamil muda, sementara ia melakukan pekerjaan
yang berat-berat ataupun keadaan kandungan
yang tidak kuat dalam rahim karena usia wanita
yang terlalu muda hamil utaupun terlalu tua.
Aborsi Provokatus (Yaitu aborsi yang disengaja,
yang dilakukan dengan maksud dan
pertimbangan tertentu baik dengan memakai
obat-obatan atau alat karena kandungan tidak
dikehendaki.

Tindakan-tindakan Aborsi dapat
mengakibatkan hal-hal yang negatif pada tubuh
kita, yang meliputi dimensi jasmani dan
psikologis.  Akibat-akibatnya yakni:  Segi
Jasmani, yaitu tindakan kuret pada Aborsi bisa
menimbulkan  efek-efek  pendarahan
infeksi, dan apabila dikerjakan bukan oleh
dokter ahlinya maka alat-alat kuret yang dipakai
mungkin tembus sampai ke perut dan dapat
mendatangkan kematian. Infeksi di rahim dapat
menutup tuba dan menyebabkan
kemandulan. Penyumbatan pembuluh darah
yang terbuka oleh gelembung udara, karena
banyak pembuluh darah yang terbuka pada luka

dua

atau

saluran

3Taber Ben-zion, Kapita Selekta Kedaruratan
Obstetri dan Ginekologi, Jakarta: EGC, 1994), h. 6
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selaput lendir rahim dan gelembung udara bisa
masuk ikut beredar bersama aliran darah dan
apabila tiba pada pembuluh darah yang lebih
kecil, yaitu pada jantung, paru-paru, otak atau
ginjal, maka bisa mengakibatkan kematian. Segi
Psikologis, yaitu pihak wanita: Setelah seorang
wanita melakukan tindakan Aborsi ini, maka ia
akan tertindih perasaan bersalah yang dapat
membahayakan jiwanya. Kalau tidak secepatnya
ditolong, maka ia akan mengalami depresi berat,
frustrasi dan kekosongan jiwa. Pihak pria: Rasa
tanggung jawab dari si pria yang menganjurkan
Aborsi akan berkurang, pandangannya tentang
nilai hidup sangat rendah; penghargaannya
terhadap anugerah Allah menjadi merosot. Segi
Hukum, yaitu KUHP di Indonesia yang
diberlakukan sejak 1918 tidak membenarkan
tindakan Aborsi dengan dalih apapun. Aborsi
dianggap tindak pidana yang dapat dikenakan
hukuman, yang diatur dalam pasal 283, 299,
346 hingga 349 dan 535). Post Abortion
Syndrome, yaitu Anne Speckhard, Pada studinya
mengenai Post Abortion Syndrome menemukan
beberapa fakta seputar efek aborsi terhadap
perempuan. Kejadian yang berhubungan dengan
Aborsi: 23% berhalusinansi yang berhubungan
dengan aborsi, 35% merasa di datangi/melihat
bayi yang telah di aborsi, 54% bermimpi buruk
yang berhubungan dengan aborsi, 69%
merasakan “kegilaan”, 73% mengalami flash
back memori ketika terjadi aborsi, 81%
mengalami perasaan seakan bayi tersebut masih
ada.

Suatu peristiwa atau kejadian mesti ada
penyebabnya, ada latar belakang atau alasannya.
Demikian pula halnya dengan aborsi. Kesehatan
merupakan faktor yang paling penting dalam
kehidupan manusia, seorang wanita adakalanya
mendapat gangguan pada kesehatannya apabila
ia sedang mengandung, yang ada kalanya
kondisi tubuhnya tidak sanggup untuk terus
mengandung. Jika kandungan itu tidak segera
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digugurkan, maka jiwa akan terancam. Dengan
demikian, untuk menyelamatkan jiwa si ibu
tersebut, maka tidak ada jalan lain selain
melakukan aborsi. Biasanya tindakan
dilakukan dirumah sakit, dan harus ditentukan
apakah aborsi yang akan dilakukan itu benar-
benar untuk menghindarkan ibu dari penyakit
berat atau menghindarkan kematian akibat dari
mengadung itu. Untuk menentukan memberi
izin atau menolak suatu aborsi merupakan suatu
tanggung jawab yang berat. Keputusan
demikian membutuhkan tidak saja pengetahuan
yang mendalam mengenai penyakit yang
diderita, akan tetapi juga pengalaman yang luas
dan pengetahuan banyak mengenai prognosa
penyakit dalam kehamilan dan persalinan
sehingga dapat menjadi alasan untuk melakukan
aborsi.

Beberapa alasan, latar belakang mengapa
kehamilan yang terjadi itu kemudian harus
digugurkan, antara lain. Alasan Medis Nani
soewando memperinci alasan-alasan medis
sebagai berikut: untuk menyelamatkan jiwa si
ibu/wanita, untuk  menjaga  kesehatan

ini

ibu/wanita, untuk mencegah gangguan yang
berat dan tetap terhadap kesehatan wanita, untuk
mencegah bahaya terhadap kesehatan fisik atau
mental wanita atau salah satu anak dalam
keluarga, untuk mencegah bahaya terhadap jiwa
atau kesehatan wanita, dan untuk mencegah
kelahiran dengan fisik atau mental yang berat.*

Hamil Karena Perkosaan (menyebabkan
hamilnya wanita yang bersangkutan, bagaimana
bayi dalam kandungan tersebut? Akankah
diminta pertanggung jawaban dari orang yang
melakukan perbuatan itu? mungkin, maka jalan
yang ditempuh adalah melakukan aborsi).

Bayi yang dikandung cacat (janin tersebut
menderita cacat atau tidak. Ada kemungkinan
pasangan orang tua itu lebih memilih untuk

“K. Bertenens, Aborsi Sebagai Masalah Etika,
Jakarta: Grasindo, 2002) h. 35
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mengugurkan kandungannya). Sosial ekonomi
(salah satu penyebab aborsi adalah karena
kemiskinan, dimana seseorang melakukan
aborsi karena tidak sanggup untuk membiayai
kehidupan anak tersebut kelak, sehingga jalan
yang diambil adalah dengan melakukan aborsi).
Hamil di luar nikah (Salah satu jalan yang
ditempuh ketika seseorang wanita hamil diluar
nikah adalah aborsi. Aborsi dilakukan karena
tidak adanya kesiapan untuk mempunyai anak
dan rasa malu kepada masyarakat kerena hamil
diluar nikah).

C.METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah theologi
normatif, yaitu melihat persoalan perilaku
aborsi dalam dimensi nilai-nilai normatif
wahyu.  Pendekatan  selanjutnya  adalah
pendekatan yuridis. Menganilasa persoalan
aborsi dari perspektif hukum, baik dari
pandangan  hukum Islam  maupun dari
pandangan hukum pidana di Indonesia. Adapun
jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka
(library research), yaitu penelitian yang obyek
utamanya adalah buku-buku atau sumber
kepustakaan. Kategori penelitian kualitatif
dengan prosedur kegiatan dan teknik penyajian
finalnya secara deskriptif. Maksudnya,
penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
gambaran utuh dan jelas tentang hukum aborsi
dalam perspektif hukum Islam dan kaitannya
dengan hukum positif yang termaktub dalam
kitab undang-undang hukum pidana.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis

yaitu menggambarkan dan  menganalisis
permasalahan  yang  dikemukakan  yang
bertujuan  untuk mendeskriptitkan  secara

konkret tentang tinjauan yuridis terhadap aborsi
ditinjau dari hukum Islam dan kaitannya dengan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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Kehadiran peneliti sangat penting dalam
penelitian ini, karena penyesuaian terhadap
kenyataan-kenyataan yang terjadi di lokasi
tempat peneliti melakukan penelitian. Dalam hal
ini, peneliti sebagai instrumen yang dapat
berinteraksi langsung dengan sumber data atau
informan lainnya. Dengan demikian, peneliti
bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus
pengumpul data.

Dalam hal ini, peneliti tidak tinggal diam
dalam pengumpulan data, tetapi peneliti secara
jelas turun langsung ke lapangan demi mencapai
dan menemukan bukti-bukti nyata tentang
perbandingan hukum aborsi menurut hukum
Islam dengan hukum pidana Indonesia. Dan
juga, peneliti dalam kehadirannya diketahui
statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau
informan. Selain peneliti sebagai instrumen,
data dari buku-buku lain sebagai instrumen
lainnya, tetapi fungsinya terbatas hanya
pendukung tugas peneliti sebagai instrumen
utama.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, lokasi
penelitian yang dipilih adalah kepustakaan
karena kajiannya adalah perpustakaan. Peneliti
memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian
karena peneliti merasa tertarik untuk melakukan
penelitian lokasi tersebut karena adanya
perbandingan hukum aborsi menurut hukum
Islam dengan hukum pidana Indonesia.

Ketertarikan peneliti  memilih
tersebut sebagai lokasi penelitian, karena
didasarkan alasan bahwa masih kurangnya
pemahaman orang perbandingan hukum aborsi
menurut hukum Islam dengan hukum pidana
Indonesia.

Sumber data primer, yaitu berupa buku-
buku hukum aborsi dalam perspektif hukum
Islam dan kaitannya dengan hukum positif yang
termaktub dalam kitab undang-undang hukum
pidana. Sedangkan sumber data sekunder, yaitu
buku-buku yang ditulis yang masih relevan

lokasi
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dengan pokok permasalahan yang menjadi
kaitan dalam tesis ini.

Penelitian pustaka (library research) yaitu
dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-
tulisan tentang hukum aborsi dalam perspektif
hukum Islam dan kaitannya dengan hukum
positif yang termaktub dalam kitab undang-
undang hukum pidana. Teknik pengolahan (-
Kutipan  langsung, yaitu kutipan yang
bersumber dari buku-buku dan sumber lainnya
dimana data-data ditulis sesuai dengan sumber
aslinya tanpa merubah sedikitpun redaksinya.-
Kutipan tidak langsung, yaitu penulis ambil ide
atau pendapat dari suatu sumber, kemudian
menerangkannya dalam redaksi penulis tanpa
terikat pada redaksi yang digunakan oleh
sumber.

Analisis data (-Metode Induktif, yaitu
digunakan ketika didapati data-data yang
mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian
dari situ ditarik kesimpulan umum.-Metode
Deduktif, yaitu digunakan sebaliknya yakni
pengertian umum yang telah ada dicarikan data-
data yang dapat menguatkannya.-Metode
Diskriptif, yaitu digunakan untuk menditesiskan
segala hal yang berkaitan dengan pokok
pembicaraan secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai faktor-faktor sifat-sifat serta
hubungan dua fenomena yang diselidiki).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aborsi yang merupakan suatu
pembunuhan terhadap hak hidup seorang
manusia, jelas merupakan suatu dosa besar.
Merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yaitu pada
Surat Al Maidah ayat 32:

J8 sl Josrt) g e GEEs S5 Y2l

JB olems o NT 6 alis 51 et 2k UsS
SO G Gilems Ll 55 Ges T
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Terjemahnya:
Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu
hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa
yang membunuh seorang manusia, bukan
karena orang itu (membunuh) orang lain,
atau bukan karena membuat kerusakan
dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah
membunuh  manusia  seluruhnya.  dan
Barangsiapa yang memelihara kehidupan
seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah
memelihara kehidupan manusia semuanya.
dan Sesungguhnya telah datang kepada
mereka Rasul-rasul Kami dengan
(membawa) keterangan-keterangan yang
jelas, kemudian banyak diantara mereka
sesudah itu sungguh-sungguh melampaui
batas dalam berbuat kerusakan dimuka
bumi.” (Depag RI, 2003).ayat 32.

Setiap muslim meyakini bahwa siapapun
membunuh  manusia, hal merupakan
membunuh semua umat manusia. Selanjutnya
Allah juga memperingatkan bahwa janganlah
kamu membunuh anakmu karena takut akan
kemiskinan atau tidak mampu membesarkannya
secara layak. Mazhab Hanafi merupakan paham
yang paling fleksibel, dimana sebelum masa
empat bulan kehamilan, aborsi bisa dilakukan
apabila mengancam kehidupan si perempuan
(pengandung). Mazhab Maliki melarang aborsi
setelah terjadinya pembuahan. Menurut mazhab
Syafii, apabila setelah terjadi fertilisasi zygote
tidak boleh diganggu, dan intervensi
terhadapnya adalah sebagai kejahatan. Mazhab
Hambali menetapkan bahwa dengan adanya
pendarahan yang menyebabkan miskram
menunjukkan bahwa aborsi adalah suatu dosa.

Abdurrahman Al  Baghdadi  dalam

bukunya Emansipasi Adakah Dalam Islam,

ini

SDepartemen  Agama RI, A/lQur‘an dan
Terjemahan, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), h.
149
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menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan
sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan.
Jika dilakukan setelah setelah ditiupkannya ruh,
yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan,
maka semua ulama ahli fiqih (fugoha) sepakat
akan keharamannya. Tetapi para ulama figih
berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum
ditiupkannya ruh. Sebagian memperbolehkan
dan sebagiannya mengharamkannya. Yang
memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh,
antara lain Muhammad Ramli (w. 1596 M)
dalam kitabnya A4n Nihayah dengan alasan
karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada
pula yang memandangnya makruh, dengan
alasan karena janin sedang mengalami
pertumbuhan. Yang mengharamkan aborsi
sebelum peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar (w.
1567 M) dalam kitabnya At Tuhfah dan Al
Ghazali dalam kitabnya [hya" Ulumiddin.
Bahkan Mahmud Syaltut, mantan Rektor
Universitas Al Azhar Mesir berpendapat bahwa
sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel
telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah
ada kehidupan pada kandungan yang sedang
mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk
menjadi makhluk baru yang bernyawa yang
bernama manusia yang harus dihormati dan
dilindungi eksistensinya.

Dibolehkan melakukan aborsi baik pada
tahap penciptaan janin, ataupun setelah
peniupan ruh padanya, jika dokter yang
terpercaya menetapkan bahwa keberadaan janin
dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian
ibu dan janinnya sekaligus.

Dalam hukum positif di Indonesia,
ketentuan yang mengatur masalah aborsi
terdapat di dalam KUHP dan Undang-Undang
Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
Ketentuan di dalam KUHP yang mengatur

SAbdurrahman Al Baghdadi, Emansipasi Adakah
Dalam Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 127-
128
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masalah tindak pidana aborsi terdapat di dalam
Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349. Pasal 299
KUHP: 1) Barangsiapa dengan sengaja
mengobati seorang wanita atau menyuruhnya
supaya diobati, dengan diberitahukan atau
ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan
itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun atau
denda paling banyak tiga ribu rupiah; (2) Jika
yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari
keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut
sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia
seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya
dapat ditambah sepertiga; (3) Jika yang
bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam
menjalankan pencarian, maka dapat dicabut
haknya untuk melakukan pencarian itu”.

Pasal 346 KUHP: “Seorang wanita yang
dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk
itu diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun penjara”. Pasal 347 KUHP : “(1)
Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan
atau mematikan kandungan seorang wanita
tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana
penjara paling lama dua belas bulan; (2) Jika
perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita
tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama
lima belas tahun”. Pasal 348 KUHP: “(1)
Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan
atau mematikan kandungan seorang wanita
dengan persetujuannya, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun enam bulan; (2)
Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya
wanita tersebut, dikenakan pidana penjara
paling lama tujuh tahun”.

Pasal 349 KUHP: “Jika seorang tabib,
bidan atau juru obat membantu melakukan
kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun
melakukan atau membantu melakukan salah
satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal
347 dan 348, maka pidana yang ditentukan
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dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga
dan dapat dicabut hak untuk menjalankan
pencaharian dalam mana kejahatan itu
dilakukan”. Di dalam KUHP sendiri, istilah
“aborsi“ lebih  dikenal dengan sebutan
“pengguguran dan pembunuhan kandungan”
yang merupakan perbuatan aborsi yang bersifat
kriminal (abortus provokatus criminalis).

Istilah kandungan dalam konteks tindak
pidana ini menunjuk pada pengertian kandungan
yang sudah berbentuk manusia maupun
kandungan yang belum berbentuk manusia.
Karena adanya dua kemungkinan bentuk
kandungan tersebut maka tindak pidana yang
terjadi dapat berupa: (1) pengguguran yang
berarti dibatalkannya
kandungan yang belum berbentuk manusia; atau
(2) pembunuhan yang berarti dibunuhnya atau
dimatikannya kandungan yang sudah berbentuk

digugurkannya atau

manusia.

Perbandingan hukum merupakan suatu
ilmu yang sangat penting untuk dipelajari.
Apalagi dengan melihat kondisi Indonesia saat
ini yang sangat memerlukan kebijakan yang
sesuai  dengan  keinginan  masyarakat.
Masyarakat menginginkan diberlakukannya
hukum Islam sedangkan sistem hukum yang
berlaku di Indonesia adalah system hukum civil

law. Ini merupakan hal yang sangat
bertentangan, disinilah  letak  pentingnya
mempelajari  perbandingan hukum. Aborsi

dalam bahasa Arab disebut “ijhadh”, yang
memiliki beberapa sinonim yakni; isqath
(menjatuhkan), ilga“ (membuang), tharah
(melempar) dan imlash (menyingkirkan).

Dalam hukum positif di Indonesia,
ketentuan yang mengatur masalah aborsi
terdapat di dalamKUHP.Ketentuan di dalam
KUHP yang mengatur masalah tindak pidana
aborsi terdapat didalam Pasal 299, 346, 347,
348, dan 349. Para ulama (para fuqaha) sepakat
bahwa pengguguran janin sesudah ditiupkan ruh
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adalah haram.Namun, dalam hal janin yang
belum ditiupkan ruh mengenai penggugurannya,
parafugaha berbeda pendapat, ada yang
membolehkan, ada berpendapat mubah dan ada
yang mengharamkan. Tidak ada pernyataan
tunggal dalam Kitab Suci Al Qur'an atau
dalam perkataan (hadis / sunnah) dari Nabi
Muhammad akhir (saw), yang memungkinkan
aborsi. Sebaliknya, ada ayat-ayat dalam Kitab
Suci Al Qur'an yang jelas terhadap pembunuhan
setiapanak yang belum lahir atau anak, laki-laki
atau perempuan, dengan cara apapun, untuk
alasanapapun dan pada setiap tahap kehamilan
(Bab 6, ayat 151, Pasal 17, ayat 31, Bab 5, ayat
31,Pasal 60, ayat 12).

Aborsi atau menggugurkan bayi ternyata
masih menjadi praktekyang banyak terjadi di
Indonesia. Pada dasar praktek aborsi menurut
MUI tidak diperbolehkan namu jika

kondisi kandungan itu membahayakan ibu
serta kondisi bayi yang sudah diketahui akan
cacat yang tidak dapat disembuhkan maka
hukum aborsi boleh dilakukan. Dengan catatan
bahwa aborsi dilakukan sebelum usia
kandungan 40 hari.

Berbanding lurus dengan hal tersebut,
seperti yang dijelaskan dalam Al Qur’an Surat
Al Maidah ayat 32:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu
hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa
yang membunuh seorang manusia, bukan
karena orang itu (membunuh) orang lain, atau
bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi,
Maka seakan-akan Dia telah membunuh
manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang
memelihara kehidupan seorang manusia, Maka
seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan
manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah
datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas,
kemudian banyak diantara mereka sesudah itu

ini
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sungguh-sungguh melampaui batas dalam
berbuat kerusakan dimuka bumi”.
Selanjutnya  mengenai  pembunuhan

terhadap janin dalam kandungan, Al Qur’an
menjelaskan pada surat Al Isra’ ayat 31:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-
anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang
akan memberi rezki kepada mereka dan juga
kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka
adalah suatu dosa yang besar”.

Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana) Indonesia pun dikenal adanya
ancaman untuk pelaku tindakan penghilangan
hak hidup manusia, dalam hal ini seperti
pembunuhan berencana yang dapat diancam
hukuman mati, selain itu ada juga penganiayaan
yang menyebabkan kematian orang lain,
termasuk  didalamnya pembunuhan yang
dilakukan terhadap bayi yang masih dalam
kandungan yang dikenal dengan tindak pidana
aborsi.

Di dalam KUHP, pasal-pasal yang
membicarakan tindak pidana aborsi antara lain
adalah pasal 299, 346, 347, 348, dan 349, yang
berbicara tentang aborsi yang dilakukan oleh
seorang wanita, dokter, ahli, atau pihak lain
yang tanpa dengan  disengaja
menggugurkan kandungan seorang wanita baik
melalui persetujuan ataupun tidak dengan
persetujuan wanita yang mengandung tersebut.

Aborsi bukanlah semata masalah medis

ataupun

atau kesehatan masyarakat, melainkan juga
problem sosial yang terkait dengan paham
kebebasan (freedom/liberalism) yang dianut
suatu masyarakat. Aborsi juga muncul sebagai
sebuah fenomena baik dari kalangan agamawan
maupun  penegak  hukum. Agamawan
memandang sebagai tindakan pelanggaran
moral karena merenggut hak hidup manusia.
Sementara menurut hukum di Indonesia aborsi
dipandang sebagai tindakan pidana, karena
aborsi memang fenomena nyata meskipun kasus
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yang terjadi lebih banyak ditutupi daripada
dilaporkan. Tindakan aborsi juga merupakan
tindakan dilematis, karena tidak sedikit dari
praktik yang ada justru banyak para ibu yang
terenggut  nyawanya  karena  menjalani
aborsi. Yang menjadi pertanyaannya adalah,
bagaimana hukum aborsi secara jelas, apakah
benar-benar dilarang atau diperbolehkan. Untuk
membahas permasalahan tersebut, ada baiknya
kita menelusuri kembali bagaimana sebenarnya
kedudukan aborsi dalam pandangan Islam dan
hukum positif di Indonesia.

Ketentuan yang termuat dalam KUHP
berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia,
tak terkecuali umat Islam yang ada di dalamnya.
Secara theology, umat Islam sebenarnya telah
memiliki ketentuan hukum sendiri dalam
syari'at Islam, termasuk di dalamnya berkaitan
dengan tindak pidana penganiayaan.
Penganiayaan juga menjadi salah
pembahasan dalam hukum Islam. Tindak pidana
pembunuhan dan penganiayaan di dalam hukum
pidana Islam digolongkan sebagai jenis tindak
pidana qisas-diyat. Pemberian nama demikian
itu didasarkan pada sanksi hukuman yang akan
diterima oleh pelaku jika perbuatannya telah
memenuhi unsur-unsur tindak pidana qisas-
diyat. Jarimah qisas-diyat ialah tindak pidana
yang diancam dengan hukuman pokok berupa
balasan yang setimpal. Artinya, jika seseorang
melakukan penganiayaan pada salah
anggota tubuh orang lain, maka hukuman yang
akan diterima oleh pelaku ialah perbuatan yang
menimbulkan akibat yang sama dengan akibat
yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku
terhadap korban. Akan tetapi tidak seluruh
tindak pidana penganiayaan maupun
pembunuhan mendapatkan hukuman demikian.
Sebab adakalanya kedua perbuatan tersebut
dijatuhi hukuman denda (diyat) yang diberikan
kepada ahli waris maupun korban dengan
ketentuan tersendiri

satu

satu
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Termasuk suatu kejadian yang unik,
ketika tindak pidana
menimbulkan korban lain. Diantaranya ialah
penganiayaan terhadap 1ibu hamil yang
mengakibatkan matinya janin. Dalam hukum
pidana Islam maupun dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) telah terdapat
ketentuan yang mengenai
pembunuhan terhadap janin

Setidaknya terdapat tiga hal yang menarik
untuk dikaji dalam permasalahan ini. Pertama,
di dalam hukum Islam terdapat keunikan,
pembunuhan terhadap janin dibedakan dalam
sebuah tindak pidana tersendiri dan bukan
menjadi bagian dari tindak pidana pembunuhan
seutuhnya seperti dalam KUHP. Kedua, tindak
pidana ditujukan pada
seseorang, tetapi menimbulkan korban lain

penganiayaan

mengatur

penganiayaan ini
selain korban yang sebenarnya ingin dianiaya.
Ketiga, bagaimana dengan unsur kesengajaan
yang menjadi letak perbedaan antara hukum
pidana Islam dan hukum positif dalam mengatur
kondisi tersebut.

aborsi
of

tanpa

hukum
larangan

Ketentuan
menganut ~ model
prohibition) karena aborsi
pengecualian sebagaimana diatur di dalam Pasal
346 s.d. 349 KUHP yang merupakan kopi atau
turunan dari Pasal 295 s.d. 298 KUHP Belanda
1881. Kemudian model larangan yang dianut di
dalam KUHP ini disempurnakan dengan adanya
pengecualian setelah dikeluarkannya UU No. 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan (UUK),
meskipun hanya terbatas pada alasan medis
untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan
darurat.

Hukum pidana yang berkaitan dengan
aborsi atau ius constitutum tentang aborsi di
Indonesia tergolong hukum yang paling
konservatif dan keras terhadap aborsi karena
melarang aborsi kecuali untuk menyelamatkan

tentang
(model
dilarang

jiwa ibu.
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Mengacu pada kesepakatan ICPD Kairo
1994 tentang hak reproduksi perempuan dan

secara implisit melegalkan aborsi karena
membolehkan aborsi aman, bermutu dan
bertanggung jawab untuk menghindarkan

perempuan yang mengalami praktek aborsi
tidak aman yang sering merenggut jiwa
perempuan.

Masyarakat Indonesia sekarang ini ada
dua pilihan ius constituendum tentang aborsi
yang dimungkinkan. Pertama, ketentuan yang
hanya membolehkan aborsi  berdasarkan
indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu
dalam keadaan darurat sebagaimana diatur di
dalam UUK tetap dipertahankan dengan
kewajiban untuk melengkapinya dengan PP
sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (3)
UUK. Kedua, mengesahkan RUU Amandemen
UUK vyang memuat ketentuan yang pada
dasarnya melegalkan aborsi aman berdasarkan
permintaan perempuan yang mengalami KTD
karena mengacu pada kesepakatan ICPD Kairo
1994 tentang hak reproduksi.

Berdasarkan analisis taraf sinkronisasi
vertikal dan horizontal, dapat diketahui bahwa
RUU Amandemen UUK tidak sikron secara
vertikal dan horisontal dengan peraturan
perundang-undangan lainnya dalam hukum
positif Indonesia, karena cenderung melegalkan
aborsi. Maka dapat dikatakan bahwa secara
yuridis RUU Amandemen UUK mempunyai
cacat hukum. Akibatnya apabila RUU ini
disahkan menjadi UU, resiko yang dihadapi
ialah bahwa UU yang baru tersebut akan
dinyatakan batal demi hukum.

Perlindungan itu tidak hanya diberikan
kepada orang pada umumnya, tetapi juga
kepada anak dalam kandungan. Dengan
demikian anak dalam kandungan berhak untuk
mendapatkan perlindungan dari negara. Dalam
hukum pidana di Indonesia aborsi diatur dalam
Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Pasal-
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pasal ini secara jelas dan tegas mengatur
larangan melakukan aborsi dengan alasan
apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat
(terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik
bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan
aborsi, bahkan dengan hukuman yang
dilipatgandakan, apabila yang membantu
melakukan adalah ahli medis. Ketentuan ini
terasa memberatkan terutama bagi tim medis
yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.

Abortus provocatus di Indonesia lebih
populer disebut sebagai aborsi (pengguguran
kandungan). Maraknya aborsi dapat diketahui
dari berita di surat kabar atau media informasi
lainnya, namun sejauh ini yang diproses sampai
ke tingkat Pengadilan masih sedikit sekali,

berbanding  terbalik dengan  kasus-kasus
pengguguran  kandungan  yang  banyak
ditemukan di masyarakat. Hal tersebut

disebabkan karena sulitnya para penegak hukum
dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dapat
menyeret pelaku ke meja hijau. Kenyataannya
seperti ini dapat dipahami, karena aborsi tidak
memberikan dampak nyata sebagaimana tindak
pidana pembunuhan yang secara nyata dapat
diketahui akibatnya. Aborsi baik secara proses
dan hasilnya lebih bersifat pribadi sehingga
sangat sulit untuk diungkap.

Dalam sistem hukum di Indonesia,
perbuatan  aborsi  jelas  dilarang  dan
dikategorikan sebagai tindak pidana. Para
pelaku dan orang yang membantu tindakan
aborsi dapat dikenai hukuman, walaupun
sebagian  besar  masyarakat = mengetahui
ketentuan tersebut, namun kasus aborsi masih
banyak dilakukan.

Fenomena aborsi sudah sangat marak,
namun sampai sejauh ini hanya sedikit kasus
aborsi yang pernah disidangkan. Hal
dikarenakan para pelaku biasanya sulit untuk
dilacak sehingga mempersulit penjaringan para
pelaku. Kebijakan Aborsi di Indonesia termasuk

ini
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salah satu negara yang menentang pelegalan
aborsi dalam konvensi-konvensi badan dunia
PBB, satu kubu dengan negara-negara muslim
dunia ,sebagian negara Amerika Latin dan
Vatikan. Di Indonesia aborsi dianggap ilegal
kecuali atas alasan medis untuk menyelamatkan
nyawa sang ibu. Oleh karena itulah praktek
aborsi dapat dikenai pidana oleh negara.

Fatwa lembaga keagamaan pun rata-rata
mendukung kebijakan pemerintah tersebut,
misalnya fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah
tahun 1989 tentang aborsi yang menyatakan
bahwa  aborsi dengan  alasan  medik
diperbolehkan dan aborsi dengan alasan non
medik diharamkan. Akan tetapi bisakah
Indonesia digolongkan dalam kubu pro live.
Jawabnya bisa ya bisa tidak. Walaupun
kebijakan  pemerintah  Indonesia  dengan
melarang parktek aborsi condong ke kubu pro
live akan tetapi kebijakan lainnya justru
mendorong  terjadinya  praktek  aborsi.
Diantaranya larangan bagi siswa/i yang masih
duduk di bangku sekolah dasar dan menengah
untuk  menikah. Kebijakan inilah yang
mendorong terjadinya praktek aborsi, siswi
yang hamil akan dikeluarkan dari sekolah dan
dilarang untuk melanjutkan studynya, selain
oleh karena tekanan orang tua, masyarakat dan
lingku-ngan. Karena itulah aborsi menjadi
pilihan terbaik dari yang terburuk yang bisa
diambil oleh seorang remaja yang hamil di luar
nikah.

Yang harus di perhatikan untuk mengatasi
maraknya kasus aborsi di masa sekarang ini
yaitu : Dari pihak keluarga yang harusnya
memperhatikan perkembangan seorang anak
dalam suatu pergaulan baik dilingkungan
masyarakat maupun di lingkungan sekolah,
tidak lepas juga peran sekolah dalam melakukan
sosialisasi bagaimana agar para
mengetahui bahaya dari pergaulan bebas yang
menjurus ke sex bebas yang menyebabkan

siswa
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hamil di luar nikah, menindak tegas oknum —
oknum yang membuka serta menjalankan suatu
praktet untuk melakukan aborsi.

E. PENUTUP
a. Kesimpulan

. Persamaan dan perbedaan antara aborsi
menurut pandangan hukum Islam dan hukum
pidana Indonesia, yaitu status hukum aborsi
dalam perspektif hukum Islam adalah suatu
pembunuhan terhadap hak hidup seorang
manusia, jelas merupakan suatu dosa besar.
Merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yaitu pada
Surat Al Maidah ayat 32 . Status hukum
aborsi dalam undang-undang kitab hukum
pidana adalah berdasarkan aturan-aturan
yang terdapat dalam KUHP terlihat jelas
bahwa tindakan aborsi disini merupakan
suatu tindakan yang melanggar hukum
karena perbuatan aborsi yang dilakukan
tanpa alasan kesehatan/alasan medis yang
jelas.

. Penegakkan hukum terhadap pelaku aborsi di
Indonesia adalah berdasarkan aturan-aturan
yang terdapat dalam KUHP terlihat jelas
bahwa tindakan aborsi disini merupakan
suatu tindakan yang melanggar hukum
karena perbuatan aborsi yang dilakukan
tanpa alasan kesehatan/alasan medis yang
jelas dan apabila hukum positif sudah tidak
bisa sejalan lagi dengan akal budi dan nurani
setiap individu maka sudah seharusnyalah
hukum positif tersebut disandingkan dengan
hukum agama agar para penegak hukum
dapat bertindak tegas terhadap pelaku aborsi,
baik itu terhadap si wanita hamil itu sendiri
yang nyata-nyata mengizinkan kehamilannya
dihentikan maupun terhadap pembantu aborsi
yang terpelajar.
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b. Saran-saran

Perlu adanya ketentuan yang hanya
membolehkan aborsi berdasarkan indikasi
medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam
keadaan darurat. Perlu dipahami bahwa
melegalkan aborsi aman berdasarkan
permintaan perempuan yang mengalami KTD
karena mengacu pada kesepakatan ICPD Kairo
1994 tentang hak reproduksi. Penting perspektif
perlindungan itu tidak hanya diberikan kepada
orang pada umumnya, tetapi juga kepada anak
dalam kandungan. Dengan demikian anak
dalam kandungan berhak untuk mendapatkan
perlindungan dari negara.
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